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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020 

Tentang 

Perpanjangan Kontrak Karya 
 

Pemohon :   Helvis, dkk 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 169A UU 3/2020 terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat 
(1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

Amar Putusan :   1.  Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak  
        dapat diterima;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian; 
3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) 
sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 
tidak dimaknai “dapat diberikan”; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 
tidak dimaknai “dapat”; 

5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) 
selengkapnya berbunyi, “KK dan PKP2B sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan 
menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian 
setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: …”; 
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6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi: 
a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh 

perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali 
perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan 
Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka 
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan 
operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan 
mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan 
negara. 

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan 
pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua 
dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi 
Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah 
berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B 
dengan mempertimbangkan upaya peningkatan 
penerimaan negara. 

7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Tanggal Putusan :   Rabu, 27 Oktober 2021 
Ikhtisar Putusan : 

Para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia 
dan badan hukum privat memiliki hak konstitusional, yaitu Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat 
(1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

 Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohonadalah 
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 169A UU 3/2020 terhadap UUD 
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus Permohonan a quo. 

 Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak 
terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 169A UU 
3/2020 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon II telah dapat menguraikan 
secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), bahwa 
berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 telah dianggap merugikan Pemohon II, baik 
aktual maupun potensial. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat menguraikan 
secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), 
berlakunya ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, 
Mahkamah berpendapat Pemohon II telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak 
konstitusional Pemohon II yang dijamin dalam UUD 1945 baik secara aktual maupun 
setidak-tidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma Pasal 169A UU 3/2020 yang 
diajukan dalam permohonan pengujian a quo. Sehingga, dengan demikian menurut 
Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo. Sedangkan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

 Terhadap dalil Pemohon II, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 
3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 
sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk 
memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh 
pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam 
pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara 
ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan 
negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD 
tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat 
diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh 
karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara 
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.  

 Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas 
dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di 
Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik 
domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN 
dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat 
dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020. 

 Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas 
maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta 
harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan 
usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan 
dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan 
Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap 
ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat 
yang terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap 
diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi 
kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan Kontrak Karya (KK) dan 
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis 
mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sesungguhnya KK maupun 
PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai 
pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi 
hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK 
maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK 
sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) 
UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan 
kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, 
khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas 
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 a quo.  

 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya 
jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi 
persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang 
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian 
jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber 
daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK 
tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan 
perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, 
Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 
3/2020 serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 
bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada 
badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 a quo. Dengan 
demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha 
swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan 
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pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar 
mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, maka frasa “diberikan 
jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa “dapat 
diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 
haruslah dimaknai dengan kata “dapat”. 

 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata 
ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta 
Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, 
permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

Dengan demikian, terhadap permohonan a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak  dapat diterima;  
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian; 
3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa “diberikan jaminan” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat 
diberikan”; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”; 

5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, “KK dan 
PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan 
menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi 
persyaratan dengan ketentuan: …”; 

6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi 
berbunyi: 
a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 

(dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi 
Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) 
tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan 
mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk 
diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi 
Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai 
kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B 
dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 

7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 


